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ABSTRAK
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM MENERBITKAN  SURAT
 KETERANGAN HAK WARIS
Fauji Pratama Sitompul
(235114076)
					 
Balai Harta Peninggalan merupakan suatu instansi pemerintah yang lingkup kerjanya berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Harta Peninggalan memiliki tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menajalankan tugas tersebut balai harta peninggalan menjalankan fungsi untuk membuat surat keterangan waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum  surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris nasional, bagaimana prosedur pembuatan surat keterangan waris, bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan hak waris. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori hukum. Pengaturan hukum  surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris nasional di Indonesia adalah tunduk kepada hukum waris dari pewaris, bukan ahli waris. Dengan membuat surat keterangan hak waris, maka, para ahli waris dapat melakukan tindakan pengurusan bersama atas harta bersama yang masih atas nama pewaris, meski sudah disebutkan besaran bagian masing-masing, namun mengenai yang diterima masing-masing ahli waris berdasarkan besaran bagiannya dibuat terpisah dalam akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan. Prosedur pembuatan surat keterangan waris adalah adalah dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu menghadap ke instansi/petugas terkait yang aturannya juga dibedakan antara WNI non-Tionghoa dan non-Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Manfaat serta fungsi dibuatnya surat keterangan ahli waris ini adalah guna menunjukan ahli waris secara sah. Dengan tidak adanya surat keterangan ahli waris tersebut, seseorang yang dinilai memiliki hak atas warisan dapat terhalang dalam mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya. Hasil penelitian berkesimpula bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan akta surat keterangan hak waris adalah hadir untuk menjalankan fungsinya dalam mengurus harta peninggalan terutama dalam hal pewarisan untuk membuat suat keterangan waris bagi golongan timur asing selain Tionghoa. Secara normatif kewenangan penerbitan surat keterangan waris oleh BHP untuk suatu golongan tertentu tidak terdapat secara atributif karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan spesifik mengatur secara umum surat keterangan waris untuk golongan timur asing non tionghoa mutlak harus dibuat oleh BHP, dan Permenkumham 7/2021 sendiri tidak menjabarkan secara lebih lanjut kewenangan tersebut. Kewenangan BHP untuk membuat surat keteranngan waris hanya untuk suatu perbuatan hukum tertentu yakni pendaftaran peralihan hak atas tanah.
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ABSTRACT

ROLE AND RESPONSIBILITY OF BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN IN
ISSUING LETTERS OF INHERITANCE RIGHTS STATEMENTS

Fauji Pratama Sitompul
(235114076)

Balai Harta Peninggalan is a government agency whose scope of work is under the
Ministry of Law and Human Rights. Balai Harta Peninggalan has the task of representing
and implementing the management of the interests of legal subjects in order o implement
court decisions andor determinations or interests by law in the field of inheritance and
‘hased on the provisions of laws and regulations. To carry out ihese tasks, Balai Harta
Peninggalan carries out the function of making inheritance certficates. The formulation of
the probiem in this study is how is the legal regulation of inheritance certificates in the
provisions of national inheritance law, what is the procedure for making mheritance
certificates, what is the authority of Balai Harta Peninggalan in issuing inheritance
certificates. This research was conducted using the Normative Juridical Research Method,
with a problem approach through laws and regulations and an approach o legal
theories.The legal regulation of inheritance certificates in the provisions of national
inkeritance law in Indonesia is subject 1o the inheritance law of the testator, not the heirs.
By making a certificate of inheritance rights, the heirs can ake joint management actions
on joint assets that are still in the name of the testator, although the amount of each portion
has been stated, but regarding what each heir receives based on the amount of their
portion is made separately in the deed of division and separation of inheritance. The
procedure for making a certificate of inheritance is to collect the required requirements,
then face the relevant agency/officer whose rules are also differentiated berween non-
Chinese and non-Eastern Foreign Indonesian citizens and Indonesian citizens of Chinese
and Eastem Foreign descent. The benefits and functions of making this centificate of heirs
are (o legally indicate the heirs. In the absence of the centificate of heirs, a person who is
considered to have the right 10 inheritance can be hindered in obtaining the mheritance
that is part of him. The results of the study concluded that the authority of Balai Harta
Peninggalan in issuing certificates of inheritance righs is present to carry out is function
in managing inheritance, especially in terms of inheritance 1o make a certficate of
inheritance for the Eastern Foreign group other than Chinese. Normatively, the authority
1o issue a certificate of inheritance by BHP for a certain group does not exist attributively
because there are no laws and regulations that specifically regulaie in gencral that
certificate of inheritance for non-Chinese foreign castern groups must be made by BHP,
mham 7/2021 itself does not further explain this authority. The authority of
certificate of inheritance is only for a certain legal act, namely the
‘th\transfer of land rights.
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